1. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Service Delivery
	1.
	Persyaratan

	
	1. Pengaduan Secara Lisan dan Tertulis
2. Identitas Resmi Pengadu

	2.
	Prosedur/Alur Pelayanan

	
	Alur Pelayanan
[image: ]
Sistem, mekanisme dan Prosedur
1. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan.
2. Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat pengaduan baik yang melalui tatap muka langsung, tertulis maupun melalui media ke dalam catatan/buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan.
3. Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan).
4. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait. 
5. Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik/rekapitulasi pengaduan pada papan pengumuman/informasi setiap bulannya

	3.
	Waktu Pelayanan

	
	3 hari kerja (maksimal 3 hari kerja tergantung level komplain)

	4.
	Biaya / Tarif

	
	Tidak dipungut biaya/biaya pelayanan gratis

	5.
	Produk

	
	Penanganan Pengaduan Masyarakat

	6.
	Pengelolaan Pengaduan

	
	Email: dinkeskkr.lapor@gmail.com
No. Telp: (0561)7265011
Kotak Saran
WA: 081237880420
Aplikasi Lapor-SP4N : https://www.lapor.go.id/
Website: http://www.dinkes.kuburayakab.go.id/



Manufacturing
	7.
	Dasar Hukum

	
	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);

	8.
	Sarana dan Prasarana

	
	1. Kotak saran
2. Email
3. Website
4. Pusat informasi pengaduan
5. ATK
6. Meja
7. Kursi
8. Komputer/laptop
9. Printer
10. Telepon
11. Buku register
12. Lemari
13. Formular pengaduan

	9.
	Jumlah Pelaksana

	
	Pejabat pengelola pengaduan 2 (dua) orang
Tim Penelaah/Penjawab aduan 20 (dua puluh) orang

	10.
	Kompetensi Pelaksana

	
	1. Mengetahui tentang Bidang sesuai tupoksi
2. Memiliki pemahaman tentang kebijakan dan berbagai peraturan perundang-ungdangan yang terkait
3. Dapat berkomunikasi dengan baik dengan ramah dan santun

	11.
	Pengawasan Internal

	
	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 

	12.
	Jaminan Pelayanan

	
	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan SPO yang telah ditetapkan, 
2. Petugas penyelanggara layanan memiliki kompetensi yang layak dan santun

	13.
	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan

	
	Pelayanan pengaduan masyarakat dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku

	14.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana

	
	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan pengaduan masyarakat dilakukan setelah selesainya proses pengaduan
2. Hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan mekanisme manajemen pelayanan pengaduan masyarakat
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